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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penulisan ini sesuai dengan rumusan masalah, 

sebagai berikut : 

1. Bentuk penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat Keret 

Rumbiak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor bupati Biak 

dilaksanakan sesuai dengan adat setempat (Biak) berdasarkan 

musyawarah.  

Tahap penyelesaian sengketa adalah : 

a) Para-para adat di Dewan Adat Biak; 

b) Kesepakatan penyelesaian di luar pengadilan; 

c) Ganti rugi/kompensasi bagi anggota Keret Rumbiak yang dirugikan; 

  

2. Kepastian hukum  penyelesaian sengketa penguasaan tanah hak ulayat 

Keret Rumbiak dapat terwujud karena penyelesaian dilaksanakan 

menurut hukum adat setempat (Biak) yang berdasarkan musyawarah 

mufakat, dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian yang 

berupa kesepakatan perdamaian, ganti rugi dan kompensasi mengandung 

kepastian hukum. Penyelesaian menurut hukum adat setempat tidak 

bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Peraturan Daerah 

Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat 
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Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat 

Hukum Adat Atas Tanah.  

B. Saran 

Untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

penguasaan tanah hak ulayat  keret di Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah 

Kabupaten Biak Numfor dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Biak 

Numfor harus berkoordinasi bersama Dewan Adat Biak dalam rangka 

mendata dan menginventarisir tanah-tanah,  baik tanah hak ulayat maupun 

perseorangan sebagai upaya preventif untuk mencegah timbulnya sengketa. 

Penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten  

melibatkan para pihak yang berkompeten dalam hal ini  Badan Pertanahan 

Nasional, Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung/Kelurahan serta Dewan 

Adat Biak bersama pihak yang bersengketa harus ada bukti  pelaksanaan yang 

otentik  sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, misalnya : undangan, absensi, berita acara, resume dan sebagainya.  
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